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BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR’- TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir;

a.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
disebutkan bahwa dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Kegiatan Dinas untuk melaksanakan sebahagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu perangkat daerah induknya yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan tugas
teknis Dinas Lingkungan Hidup khususnya Pengelolaan
Laboratorium Lingkungan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa dan huruf bdiatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
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Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lkembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor157);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentunkan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah , (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan
Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2019 Nomor 13);

8,

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 75 Tahun 2017
tentang Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor
79);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

1,

PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN
HILIR.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Klasifikasi
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dibentuk dengan klasifikasi Kelas
A

2.

(1)

3.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Kelas A terdiri dari :

a. Kepala UPT;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Jabatan Fungsional;

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Jabatan
Pasal 8

(1) Kepala UPT kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan
pengawas

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b
atau jabatan pengawas

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah Satu (1) Sub Bagian dan
disisipkan Satu (1) Pasal yaitu Pasal 10a, sehingga berbunyi:

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10a

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Membantu kepala UPT mengumpulkan, mengolah data dan informasi,
Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecah masalah
yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan administrasi
data dan pelaporan;
Membantu kepala UPT Merencanakan, melaksanakan,mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi
keuangan;
Membantu kepala UPT melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan
ruang kerja, ruang rapat, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana
kantor;
Membantu kepala UPT melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan
usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2021

BUPATI/ROKAN HILIR,

SUYATNO
Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal
2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

M. JOB KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR

Resuai dengan aslinya
A\BAGIAN HUKUM

SETD
AEN

1017 200012 1 002
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI/IROKAN HILIR,

SUYATNO

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA UPT
LABORATORIUM LINGKUNGAN

JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN TATA
USAHA UPT LABORATORIUM

LINGKUNGAN
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